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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
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20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis
yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-
2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
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9. Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan
Tahunan SKPD yang merupakan Dokumen Perencana SKPD
untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 5 (lima)
Tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis
lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan,
tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja SKPD.

11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran struktur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) tahun terhitung
tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaannya
setiap tahun dituangkan ke dalam RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai dasar yuridis
dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi dan Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIIl : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BABIV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;,



BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan

BABIX : Penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan

fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sepanjang pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

kurun waktu tertentu sesuai kondisi dan perubahan
lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3)

(4)

(3) Bupati bersama DPRD menyempurnakan RPJMD.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
rumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Merugikan kebijakan nasional, yaitu apabila bertentangan
dengan kebijakan nasional.



(5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelum periode
RPJMD berakhir sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

(1) Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
dan/atau penyelesaian permasalahan pembangunan DPRD
dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok
pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi
masyarakat.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan
rancangan awal RKPD.

(3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.

(4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat perubahan perubahan Organisasi
Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026,
penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk,
berpedoman pada:

a. tujuan dan saran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan
sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan

b. program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam
perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat
daerah.

(2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah melakukan perubahan RPJMD.

Pasal 10

Dalam hal dokumen RPJMD 2021-2026 berakhir, maka
penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD, arah kebijakan dan isu strategis
Rencana Kerja Pemerintah serta mengacu pada RPJMD Provinsi
dan RPJMN untuk Kkeselarasan program dan Kkegiatan
pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

~_Ditetapkandi Bengkalis

Diundangkan di Bengkalis
ada-tanggal 26 AGUSTUS 2021

. R ATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.39 A/2@21)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 260-263 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang penyusunannya
mempedomani Bagian Keempat: Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen
RPJMD ini memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran
keuangan daerah, perumusan permasalah pembangunan daerah, penelaahan dokumen
perencanaan lainnya serta perumusan isu strategis daerah, pengintegrasian visi dan misi serta
program Kepala Daerah terpilih 2021, perumusan strategi dan arah kebijakan, kerangka
pendanaan program dan perumusan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima
tahun ke depan.

Akhir kata, demikianlah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam membangun
masyarakat Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran lima
tahunan dari arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 untuk penggalan tahun 2021-2025.

Kata Pengantar
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BAB L.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk
menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dan, sebagai upaya untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif,
efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah mesti dilaksanakan
melalui pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis serta top-bottom dan bottom-up. Selain
itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan
pendekatan yang holistik-tematik, integratif-inklusif dan spasial.

Selanjutnya, tata cara  perencanaan  pembangunan telah  diatur = dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
mengatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional,
Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, dan Kelembagaan. Yang
kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pelaksanaanya secara teknis melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, juga
menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menyiapkan dokumen
RPJMD yang merupakan tahapan perencanaan 5 (lima) tahunan dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknoktratik, partisipatif dan politis paling lambat 6 (enam) bulan
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setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, yang selanjutnya dibahas bersama
DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempedomani arahan
kebijakan pada penggalan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Selain itu, mengacu juga kepada kebijakan
pembangunan Provinsi Riau yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta kebijakan pembangunan Nasional yang
tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Selain itu, dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis juga memperhatikan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis yang telah disusun sebelumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistainable Development Goals, penerapan standard pelayanan minimal (SPM) dan
peruntukan rencana kawasan dan pola ruang wilayah Kabupaten.

RPJMD ini mempunyai peran penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan
lainnya di lingkup Pemeriintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, akan terwujud
keselarasan antara perencanaan strategis daerah dengan perencanaan strategis serta
perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan
misi pembangunan daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-
2025 adalah:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
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f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

g) Undang-undang Republik Indonesia Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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p)

q)

B

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Negeri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
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Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);

aa) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor: 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor: 7);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

merupaka bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang didalamnya

terdiri dari unsur-unsur perencanaan program dan penganggaran yang berkaitan dengan

rencana strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

\
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Gambar I-1.Keterkaitan - RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD
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Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Riau dan
RPJM Nasional, karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan
menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2016 merupakan Tahapan Keempat dari pelaksanaan RPJPD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain
menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026, juga
berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005-2025.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran teknis RPJMD sekaligus sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam
menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang
dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang
memuat prioritas program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah. RKPD juga menjadi acuan dalam perumusan usulan-usulan masyarakat melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang
mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah untuk
menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna
memberikan rancangan arah rencana pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan
bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) maupun masyarakat umum depan yang holistik-tematik, integratif-inklusif
dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis
pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026,
yaitu:

1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun terakhir
baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis kerangka
keuangan daerah.

2) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis,
sekaligus menjelaskan strategi dan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran guna
mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
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3) Memberikan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman resmi
bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan
perencanaan daerah tahunan RKPD.

4) Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

5) Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah agar sinergis, terpadu dan
berkesinambungan.

1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017, sistematika penyusunan RPJMD disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN UMUM  memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum
KONDISI DAERAH kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah 5 (lima)
tahun terkabhir.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap
KEUANGAN DAERAH pengelolaan keuangan daerah masa lalu dan kerangka pendanaan
untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
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BAB IV. PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS
DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN

BAB VI. STRATEGI, ARAH
KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VII. KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

BAB VIII. KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP

memuat perumusan permasalahan dan isu strategis yang akan
menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja
setiap misi pembangunan.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

5.1. Visi
5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih,
prioritas pembangunan per tahun termasuk program pembangunan
yang tersaji dengan holistik-tematik.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.4. Program Unggulan

6.5. Integrasi KLHS terhadap RPJMD

6.6. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah
penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci
yang disajikan beserta target setiap tahun hingga tahun 2026.

memuat kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman utama
Perangkat Daerah dalam membuat Renstra untuk menjaga
kesinambungan pembangunan terutama dalam masa periode
transisi pembangunan termasuk rencana pelaksanaan Pilkada
Serentak di tengah periode RPJMD.

PENDAHULUAN
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BABII.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bengkalis menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki luas 8.426,48
km?2 atau 842.648 Ha, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas
pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten
Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten
Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian
timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan
tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di
Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Berdasarkan
luasan per kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdapat ketimpangan luas wilayah, dimana 4
(empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 54,32% dari luas wilayah Kabupaten
Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wiayah
1.244,71 Km? (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah
1.237,70 Km2 (14,69%), Kecamatan Rupat dengan luas wilayah 1.136,31 Km2 (13,49%) dan
Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 957,95 Km2 (11,37%). Sedangkan luas wilayah 7
(tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas dibawah 900 Kmz2. Untuk kecamatan dengan luas
wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupat Utara (4,49%).
Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020

Luas Persentase
No. Kecamatan Kg::::::ltt:n K(le ;lumr:fllll;n J 111)12;:h Wilayah Luas
(Km2) Wilayah
1 Bengkalis Bengkalis Kota 3 28 462,24 5,49%
2 Bantan Selat Baru - 23 442,93 5,26%
3 Bukit Batu Sungai Pakning 1 9 526,62 6%
Bandar o
4 Laksamana Tenggayun - 7 1.237,70 14,69%
5 Siak Kecil Lubuk Muda - 17 957,95 11,37%
6 Mandau Air Jamban 9 2 372,25 4,42%
7 Bathin Solapan Sebangar - 13 855,62 10,15%
8 Pinggir Pinggir 2 8 811,46 9,63%
9 Talang Muandau  Beringin - 9 1.244,71 14,77%
10  Rupat Batu Panjang 4 12 1.136,31 13,49%
11 RupatUtara Tanjung 8 378,68  4,49%
Medang
Kabupaten Bengkalis 19 136 8.426,48 100%

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57°57,6” -
102°30°25,2” Bujur Timur dan 2°7'37,2” - 0°55’33,6” Lintang Utara. Sedangkan secara
geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis
pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah
Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi
merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang

terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total 905,17 Km? atau
90.517 Hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara

dengan luas total 1.514,99 Km? atau 151.499 Hekar. Pulau Rupat memiliki 14 buah pulau-
pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan
geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu,

Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas total 2.722,27 Km? atau
272.227 Hektar. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan
Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan
geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin
Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang
terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas
total 3.284,04 Km2 atau 328.404 Hektar.

Secara geografis, letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, yaitu berbatasan langsung
dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan sebagian
lainnya berada pada jalur ekonomi penting di Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota
disekitarnya. Letak wilayah tersebut berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis
Kabupaten Bengkalis pada masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten
Bengkalis memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi pada bidang pertanian dan perikanan,
dan industri pariwisata. Posisi geostrategis dan ketersediaan sumberdaya lahan dan panjang
garis pantai Pulau Rupat merupakan potensi sumberdaya alam daerah yang masih dapat
dikembangkan sebagai objek wisata bahari sebagai penggerak ekonomi daerah dimasa
mendatang.

1.1.2 Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan
lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan
kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar
dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan
Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3 - 8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari
luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten
Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga
bergelombang yang mencakupiluas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548
Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit
kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada
letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir.
Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan
dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat,
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Rupat Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl.
Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding
daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau
Rupat. Selain berhadapat langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan
angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi .
Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi
yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan
jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten disajikan pada Tabel II-2 berikut ini.

Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis, 2020

1. Mandau 55 103
2. Pinggir 45 100
3. Bathin Solapan 55 106
4. Talang Muandau 45 90
5. Bukit Batu 6 15
6. Siak Kecil 6 25
7. Bandar Laksamana 6 24
8. Rupat 5 71
9. RupatUtara 5 86
10. Bengkalis 5 -
11. Bantan 5 15

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu
fisiograsi cekungan rawa dan fisografi daratar, dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut
yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl)
dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten
yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

b) Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah
pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan
drainase sedang sampai baik. Di samping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran
ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada
beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah
gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan
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semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai
potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral
yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

1.1.3 Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan
geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah
Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil
berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu
sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera
dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di
beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan
tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya
yang di antaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu:
formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani
disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuarter terdiri dari formasi
minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua
umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit
Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang
berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis,
Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam
struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah
dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi
dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat apda
gambar dibawah ini:
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Gambar II-2 Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis
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1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat,
Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah:
Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai
Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah
dan Sungai Kembung Luar. Di antara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat
penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk
adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang + 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa di antaranya adalah Sungai
Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang,
Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah.
Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut
tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan
salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar
di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang
masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan
gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong
penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai
(DAS) di Kabupaten Bengkalis.
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Gambar II-3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis
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1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan
Mandau, Pinggir, Rupat dan Rupat Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona
agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan
curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak
Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan
keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten
Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar II-4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan
Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak
memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupat dan Rupat Utara
memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober.
Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal
(Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

1.1.6 Penggunaan Ruang Wilayah

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis untuk rencana
tahun 2020-2040 dapat dilihat dari rencana peta pola ruang Kabupaten Bengkalis yang tersaji
pada Gambar II-5. Secara umum penggunaan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi
dalam dua kategori yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Budidaya
diperuntukan penggunaan lahan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan
perkebunan, kawasan tanaman pangan dan penggunaan lahan untuk perikanan budidaya. Hal
ini berimplikasi kepada pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan perekonomian
masyarakat skala kecil semakin terbatas yang disebabkan oleh askses terhadap sumberdaya
lahan yang juga semakin terbatas. Konsekwensi pengembangan usaha pertanian rakyat akan
membutuhkan inovasi teknologi intensifikasi yang dapat mengembangkan produktivitas di
masa mendatang.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada pusat-pusat perkotaan
diproyeksi akan menyebabkan terjadinya pengembangan kawasan pemukiman perkotaan
yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kawasan pemukiman perdesaan sehingga
membutuhkan kebijakan penataan kawasan pusat perkotaan yang lebih baik nantinya.
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Gambar II-5 Peta Pola Ruang Kabupaten BengkalisWilayah Rawan Bencana
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Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan
bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke
depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan
pentingdalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis. Adapun jenis dan wilayah
rawan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan berikut ini.

1) Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi
oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosisitem
mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan
aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga
dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di
lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada
pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit
Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau
Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau
Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di
klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi,
sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.
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Gambar II-6 Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis
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2) Rawan banjir dan gelombang tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di
wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau
Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di
sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut
pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir
yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Kawasan kerawanan banjir
di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar II-7 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis
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Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang
memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru
sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan
pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-
rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar
lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

3) Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten
Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang
terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan
pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data
titik api yang terpantau tahun 2016-2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki
jumlah titik api yang terbanyak ketiga di Provinsi Riau pada tahun 2019, seperti terlihat pada
Tabel 1I-4 berikut. Pada tahun 2020 jumlah kebakaran lahan dan hutan telah mengalami
penurunan dari 245 titik api pada tahun 2019 mejadi 3 titik api pada tahun 2020. Hal ini seiring
dengan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin membaik.

Tabel II-3 Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2020 Provinsi Riau

No Kabupaten/Kota fahun
2016 2017 2018 2019 2020
1  Kuantan Singingi 10 9 11 1
2  Indragiri Hulu 14 5 44 210 2
3  Indragiri Hilir 18 14 137 548 1
4  Pelalawan 34 12 63 549 1
5  Siak 26 4 50 144 1
6 Kampar 27 7 27 1
7  Rokan Hulu 38 7 6 1
8 Bengkalis 76 21 245 3
9  Rokan Hilir 96 15 266 309 2
10 Kep. Meranti 17 3 26 154 1
11  Pekanbaru 2 1 3
12  Dumai 25 2 77 85 4
Provinsi Riau 383 81 694 2.289 21

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 2020, BPS 2021

1.1.7 Aspek Demografi

a) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per Kmz2.
Kabupaten Bengkalis temasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun
demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah
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dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat
berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1I-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Luas wilayah . Peresentase Kepadatan
No. Kecamatan (Km?2) Jumlah (Jiwa) Penduduk Penduduk
(Jw/Km?)
1. Mandau 372,25 152.258 26,92% 409,02
2. Pinggir 811,46 62.098 10,98% 76,53
3. Bathin Solapan 855,62 91.586 16,19% 107,04
4, Talang Muandau 1.244,71 24.000 4,24% 19,28
5. Bukit Batu 526,62 21.771 3,85% 41,34
6. Siak Kecil 957,95 24.186 4,28% 25,25
7. Bandar Laksamana 1.237,70 15.842 2,80% 12,8
8. Rupat 1.136,31 34.719 6,14% 30,55
9. Rupat Utara 378,68 14.117 2,50% 37,28
10.  Bengkalis 462,24 83.085 14,69% 179,74
11. Bantan 442,93 41.907 7,41% 94,61
Kabupaten Bengkalis 8.426,48 565.569 100,00% 67,12

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel II-5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat
pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di
Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 409.02 jiwa/Km?, dengan jumlah penduduk sebanyak
152.258 jiwa atau sebesar 26,92% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun
2020. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu
sebanyak 14.117 Jiwa atau 2,50% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan
penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk
penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu
peningkatan harga lahan dan keterbatsan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana
pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu
terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan
ketimpangan pendapatan dan antarwilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan

persoalan sosial lainnya.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh
penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah
penduduk laki-laki pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Namun,
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau, Bandar
Laksamana, Rupat dan Bantan, ditemukan rata-rata jumlah penduduk laku-laki lebih dari
banyak dari rata-rata Kabupaten Bengkalis. Secara rinci perbandingkan penduduk laku-laki
dan perempuan menurun kecamatan dapat dilihat pada Gambat I1-7 berikut.
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Mandau  Pinggir  Bathin Talang BukitBatu SiakKecil Bandar Rupat Rupat  Bengkalis Bantan
Solapan Muandau Laksamana Utara

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021
Gambar II-8 Sex Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2020

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk setiap tahun di Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan yang
meningkat. Pada tahun 2016 pertambahan penduduk sebesar 1,63% kemudian pada tahun
2019 meningkat menjadi 1,80% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,1% per tahun.
Letak wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten
Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab pertambahan penduduk
yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis
tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi,
sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Bengkalis dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami rata-rata peningkatan
sebesar 2,10% per tahun, lihat Gambar I1-8.
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Gambar II-9 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Bengkalis 2020

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan,
dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan
tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh
karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas
dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap
berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan
negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah
pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya
daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan
terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah
peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah
penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai
permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipa dengan
program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

¢) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam kategori piramda penduduk
expansive. Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan
penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa
Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kelahiran lebih tinggi dibanding tingkat kematian.
Penduduk Kabupaten Bengkalis banyak berada pada usia produktif (15-64) yaitu berjumlah
375.974 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum
produktif (0-14 tahun) sebanyak 166.372 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64
tahun) berjumlah 22.343 jiwa.
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Gambar II-10 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten

Bengkalis 2020

d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu

yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis, 2019.

Dalam hal ini tahun 2019 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

yang bekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan seminggu lalu.

Tabel II-5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang
Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di

Kabupaten Bengkalis, 2020

Berusaha sendiri 23.763
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 25.169
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 3.643
Buruh/Karyawan/Pegawai 74.948
Pekerja bebas 17.132
Pekerja keluarga/tak dibayar 7.667

Jumlah 152.322

Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka 2021

15.901 39.664
8.961 34.130
834 4.477
32.141 107.089
3.919 21.051
24.727 32.394
86.483  238.805

Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja semingu lalu Menurut

Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2019. Untuk tenaga kerja
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yang tidak dibayar atau pekerja keluarga dinominasi oleh perempuan dengan menduduki 70%
lebih dari total 25,058 orang. Untuk tenaga kerja laki laki, yang berumur 15 tahun keatas
mendominasi status pekerjaan utama, baik berusaha sendiri, buruh bebas dan buruh bayar.
Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang berkerja dalam seminggu terakhir
berjumlah 232.055 orang. Tidak merata status pekerjaan utama terhadap gender perlu
menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengambil kebijakan
untuk mensejahterakan masyarakat.

e) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Pertambahan penduduk yang tinggi,
yang bersumber dari tingkat kelahiran dan migrasi masuk ke daerah menjadi pendorong pada
penyediaan (supply) tenaga kerja di daerah. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti
penyediaan kesempatan Kkerja yang cukup akan menimbulkan dampak negatif bari
pembangunan, yaitu munculnya pengangguran dan setengah pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
tingkat pengangguran di Provisi Riau selama periode 2017-2020. Gambar I1I-9 menunjukkan
bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis 2016-2020 memiliki
kecendrungan meningkat. Kabupaten Bengkalis pernah tercatat dengan tingkat pengangguran
terbuka tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tingkat
pengangguran dapat ditekan hingga pada level 9,62% dan terus menurun hingga 9,31% pada
tahun 2020.

10,05
9,62 931
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Sumber: BPS Provinsi Riau 2021

Gambar II-11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020
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1.1.8 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman
kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 - 2030.

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan
Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan
permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan
pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu
diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei
Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2) Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan
ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa),
kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya
melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan
yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata
(Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan
secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri.
Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian
lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari
perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita,
indeks gini dan kemiskinan.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa
waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat
dinamika perkembangan ekonomi pada setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat
dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan
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kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang
dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Secara total PDRB berdasarkan harga
konstant tahun 2010, nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan sebesar
8,34% selama periode 2016-2020. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten
Bengkalis berdasarkan harga berlaku penurunan lebih besar mencapai 12,34% selama
periode 2016-2020.
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Sumber Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga
Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 terlihat
mengalami fluktuasi yang sangat besar. Laju pertumbuhan Kabupaten Bengkalis berdasarkan
harga konstan selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif, atau mengalami
kontraksi. Hal ini disebabkan karena perkembangan nilai produksi sektor pertambangan
mengalami kontraksi selama periode 2016-2020, sehingga mempengaruhi akumulasi nilai
PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan
sekitar 5 - 6% pertahun. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif dalam
periode 2016-2019, khusus tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ada beberapa
sektor yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Sektor yang mengalami
penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 selain sektor pertambangan dan penggalian adalah
sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib dan sektor Jasa Lainnya . Penurunan nilai output beberapa sektor perekonomian
tersebut pada tahun 2020 disebabkan karena pembatasan kegiatan pada masa pandemi,
seperti pengalihan biaya pembangunan beberapa infrastruktur untuk penanganan Covid-19
telah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan di daerah ditunda. Pengurangan jam
operasional pemerintahan pada masa pandemi berdampak pada menurunnya nilai output
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pembatasan
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kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, larangan bepergian dan juga pembatasan
jam operasional rumah makan, toko-toko, hotel dan kegiatan usaha lainnya pada masa
pandemi ditenggarai menyebabkan menurunnya nilai output sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Lainnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan dasar harga berlaku selama periode 2016-2020,
mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pada tahun 2016, 2019 dan 2020,
dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan positif atau mengalami ekspansi.
Pertumbuhan ekonomi negatif pada PDRB harga konstan tahun 2010 mengindikasikan bahwa
nilai produksi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi positif pada harga berlaku disebabkan oleh adanya
kenaikan harga komoditas pada sektor yang mengalami pertumbuhan positif.

2) Perkembangan PDRB

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku cenderung
mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, begitu pula dengan perkembangan
nilai PDRB pada harga konstant. Kecenderungan penurunan nilai PDRB harga berlaku dan
harga konstant ditenggarai karena terjadinya penurunan produksi minyak dan jatuh nya harga
minyak mentah dunia. Selain itu pandemi COVID-19 semakin memperparah produksi output
daerah Kabupaten Bengkalis yang terus menurun.
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Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-13 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam
Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020
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Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 132,20 Triliun dan 2017
sedikit meningkat menjadi Rp. 132,98 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku
kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 148,60 Triliun Namun
mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 141,56 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan
harga berlaku kembali menurun secara signifikan Sedangkan perkembangan nilai PDRB
berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp. 80,58 Triliun dan terus
mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 73,86 triliun rupiah. Hal ini
mengindikasikan bahwa secara total, nilai produksi dalam perekonomian Kabupaten
Bengkalis selama periode 2016-2020 mengalami penurunan. Penurunan dominan terjadi pada
penurunan produksi minyak pada sektor pertambangan dengan kontribusi mencapai 60%
terhadap PDRB atas dasar harga konstant.

3) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga berlaku pada sisi
produksi atau lapangan usaha dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor
pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi.
Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis
tahun 2020 sebesar 96,49%. Sedangkan sisanya sebesar 3,51% disumbangkan dari 12 sektor
lainnya. Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016, sektor pertambangan
memberikan kontribusi masing-masing sebesar 69,53% dan menurun pada tahun 2020
menjadi 55,93%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 11,70% pada tahun 2016 dan
sedikit meningkat menjadi 16,99% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi
sebesar 8,47% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,65%pada tahun 2020.
Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,24% pada tahun 2016 dan sedikit
meningkat menjadi 7,30% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan
gabungan beberapa sektor selain empat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi
sebesar 4,48% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,91% pada tahun 2020.

Struktur Perekonomian Tahun 2016 Struktur Perekonomian Tahun 2020

M A. Pertanian, Kehutanan, dan ® A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan Perikanan

® B. Pertambangan dan
Penggalian

u B. Pertambangan dan
Penggalian

@ C. Industri Pengolahan u C. Industri Pengolahan

F. Konstruksi F. Konstruksi

B G. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

® G. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

m Sektor Lainnya

m Sektor Lainnya

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-14 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020
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Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga konstant juga
dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan,
sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi
berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar 96,42%.
Sedangkan sisanya sebesar 3,58% disumbangkan dari 12 sektor lainnya.
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Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis

Gambar II-15 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020

Pada PDRB atas dasar harga konstat pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan
kontribusi masing-masing sebesar 64,94%dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi
54,65%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 14,71%pada tahun 2016 dan sedikit
meningkat menjadi 19,66% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi
sebesar 9,57% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,94% pada tahun 2020.
Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,23% pada tahun 2016 dan sedikit
meningkat menjadi 5,93% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya diluar lima sektor
dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,02% pada tahun 2016 dan sedikit
meningkat menjadi 3,58% pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020,
terlihat bahwa elemen-elemen penyusun perekonomian adalah sektor yang rentan terhadap
dinamika pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk
berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian
yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan.
Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-
pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan
pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar
internasional.
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Struktur Perekonomian ADHB tahun 2020 Struktur Perekonomian ADHK tahun 2020
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Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-16 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada
Sisi Produksi (Lapangan Usaha)

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran,
menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor
barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 59,73% berdasarkan PDRB atas dasar
harga berlaku tahun 2020 dan sebesar 57,59% berdasarkan PDRB tahun 2020 atas dasar
harga konstan 2010. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut
pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambanan dan
industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah
perekonomian terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri
(perekonomian terbuka) yang mengandalkan produk minyak dan gas.

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar
terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah
tangga dan pembentukan modal bruto (investasi). Sedangkan konsumsi pemerintah
(goverment expenditure) memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian. Hal
ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Bengkalis saat ini sangat tergantung
dengan aktivitas perdagangan pada sektor minyak dan kaitanya dengan pembentukan modal
pada perusahaan minyak dan gas di Riau. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian dari sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika
perekonomian di masa mentang.
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Struktur Perekonomian Sisi Pengeluaran ADHK tahun 2020
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Gambar II-17 Struktur Perekonomian (PDRB) ADHB dan ADHK (2010) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Pengeluaran

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu
dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar
berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk
menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus
diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan
karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap
perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

2016 2017 2018 2019 2020

B Riau ™ Tembilahan ™Pekanbaru ® Dumai
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar I1-18 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2016-2020

Data inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi
di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan
Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota
Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten
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Bengkalis juga banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota
Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak
pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga
barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Inflasi tahun 2020 sebesar 2,89%, mengalami
kenaikan dibanding tahun 2019 berada pada 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun
2020 terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di daerah. Meski begitu,
kenaikan inflasi yang terjadi masih dalam batas wajar dan termasuk dalam kategori rendah.
Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian
daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan.

Menilik angka inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 2,89% dan Kota Pekanbaru sebesar
2,24%, maka dapat diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten
Bengkalis secara umum berkisar di angka 2% hingga 3%.

5) PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata
pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis selama satu tahun.
PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan
per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada
suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk,
maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.
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Sumber: PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Gambar I1-19 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020
(Juta Rupiah)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, pendapatan per kapita penduduk cenderung
mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan
(2010). Penurunan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkalis ini setidaknya disebabkan oleh dua
hal, yaitu penurunan nilai output total Kabupaten Bengkalis dan pertambahan jumlah
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penduduk. Penurunan nilai output total menggambarkan kinerja perekonomian dalam
memproduksi barang dan jasa yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum. Beberapa
penyebab utamanya ditenggarai adalah melemahnya produksi minyak Bengkalis dan harga
minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya
pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum.
Penyebab utama lainya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang
dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara
pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Bengkalis.

6) Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini
bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang
memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan
mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis
lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.
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Sumber: Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Bengkalis 2020

Gambar II-20 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa gini ratio Kabupaten Bengkalis jauh lebih rendah
dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita
penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan
penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2020 gini rasio Kabupaten Bengkalis mencapai 0,280,
angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, sementara gini rasio Provinsi Riau
termasuk dalam kategori sedang. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa hasil-hasil
pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk, sehingga
aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan
pembangunan berupa pemberian transfer of payment dalam bentuk subsidi dan bantual sosial
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(social security) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin
dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan
terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial.
Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.

7) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah
dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi
dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam
pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai
Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata
serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang
timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota
menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015-2019.

Tabel II-6 Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya
dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 - 2019

1  Kuantan Singingi 0.039 0.044 0.053 0.060 0.071
2 | Indragiri Hulu 0.055 0.039 0.027 0.018 0.011
3 | Indragiri Hilir 0.447 0.345 0.271 0.217 0.169
4 | Pelalawan 0.016 0.007 0.004 0.001 0.000
5  Siak 2.058 1.846 1.665 1.537 1.418
6 | Kampar 0.270 0.255 0.248 0.258 0.234
7  Rokan Hulu 1.677 1.667 1.661 1.678 1.695
8 Bengkalis 7.991 6.879 5.967 5.236 4.478
9  Rokan Hilir 0.003 0.005 0.010 0.030 0.054
10 | Kepulauan Meranti 0.036 0.024 0.015 0.006 0.003
11 ' Pekanbaru 0.539 0.415 0.307 0.222 0.147
12 | Dumai 0.001 0.005 0.012 0.030 0.055

Sumber: BPS Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indek Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Bengkalis
memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya
di Provinsi Riau selama periode 2015-2019. Perbedaan potensi antar kabupaten/kota di Riau
dapat menjadi pemicu terjadi kesenjangan antarwilayah. Potensi sumberdaya alam minyak
yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Nilai produksi minyak yang
menyebabkan nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis berada di atas kabupaten lainnya.
Proporsi nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Kabupaten Bengkalis sebesar 15,41%
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terhadap total PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau. Kontribusi terbesar
dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sedangkan proporsi jumlah penduduk sebesar
8,22%, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri
Hilir, dan Kota Pekanbaru.

8) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan,
baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk msikinan telah banyak
dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan
kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap
total jumlah penduduk.

Tabel II-7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten
Bengkalis tahun 2016 - 2020

Jumlah Persentase Indeks Indeks
Tahun Garis Kemiskinan Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan
(Rp/Kapita/Bulan) Miskin Miskin (%) Kemiskinan Kemiskinan
(Ribu Jiwa) ? (P1) (P2)
2016 455.021 37,49 6,82 1,41 0,43
2017 496.657 38,19 6,85 0,95 0,24
2018 508.633 35,11 6,22 0,87 0,18
2019 533.123 35,83 6,27 0,50 0,07
2020 581.416 36,96 6,40 0,72 0.14

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021, BPS (2021)

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa
beban hidup penduduk miskinan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan
dan non pangan. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam
upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan
headcount ratio atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total
jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan
tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Headcount index memenuhi
aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena
tidak bisamemberikan informasi ‘seberapa miskin’ orang miskin tersebut atau pemenuhan
aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran
di antara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.
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Gambar II-21 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau
tahun 2016 - 2020

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis
mengalami penurunan pada tahun 2016-2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020
mengalami sedikit peningkatan meskipun masih berada di bawah persentase kemiskinan
provinsi. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Bengkalis mencapai 6,4%, lebih
rendah dibandingkan persentase kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 6,82%.
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Gambar II-22 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi
Riau tahun 2016 - 2020

Secara umum pada periode 2016-2020 garis kemiskinan Kabupaten Bengkalis terus
mengalami kenaikan dan selalu berada di atas garis kemiskinan Provinsi Riau. Kenaikan
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persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi 6,4% disinyalir sebagai akibat naiknya
garis kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sebesar 9,06% pada masa pandemi tahun 2020, dari
sebelumnya garis kemiskinan sebesar Rp 533.123 tahun 2019 menjadi Rp 581.416 pada tahun
2020. Kenaikan garis kemiskinan ini membuat sebagian masyarakat masuk ke dalam kategori
miskin pada masa pandemi tahun 2020.

Indek kedalaman kemiskinan atau disebutjuga dengan poverty gap menggambarkan jarak
antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit
pendapatan). Dengan kata lain, poverty gap merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan
pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian poverty gap disebut sebagai ukuran
kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis
kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks poverty gap sama dengan nol. Perkembangan
poverty gap di Kabupaten Bengkalis semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks
Kedalaman Kemiskinan mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan
penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 semakin tinggi dan
berkembang melewati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk
miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di
antara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di
Kabupaten Bengkalis selam periode 2016-2020, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk
miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahan
Kemiskinan yang mendekati nol dari tahun 2016 dari 0,43 menjadi 0,14 pada tahun 2020.

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan,
kesehatan dan ketenaga kerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan,
kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan
standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai [PM dapat
diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan
pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran
[PM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring
dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya
meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar
manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan
kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan
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kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan
pembangunan manusia seutuhnya.
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Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-23 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Bengkalis tahun 2016 - 2020

Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang baik dan
terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2016 nilai IPM Kebupaten Bengkalis
sebesar 71,98 dan terus mengalami peningkatan hingga 73,46 pada tahun 2020. Nilai IPM
Kabupaten Bengkalis telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten
Bengkalis mengalami perubahah yang cukup baik, yaitu sebesar 1,48 selama lima tahun
terakhir. Perkembangan IPM medi kabupaten Bengkalis yang cukup baik ini memperlihatkan
bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam
meningkatkan tarah pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk
Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik.
Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami
perlambatan akibat Pendemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk [PM sebagai indikator kualitas pembangunan
manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk
kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di
Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam
pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal
ini ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan
hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.
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a) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang
dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung
(indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH)
dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan
manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik
kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersbeut. Beberapa faktor yang
menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang
baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan
menjangkau tenaga kesehatan.
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Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-24 Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis
tahun 2016 - 2020

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,57 selama
periode 2016-2020, yaitu dari angka harapan hidup 70,63 tahun pada tahun 2016 menjadi
71,20 tahun pada tahun 2020. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten
Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal
ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum masih lebih baik di
Provinsi Riau dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, termasuk respon cepat terhadap
keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain
faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan
hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum,
keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi
peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan
dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM
merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan,
termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan
dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap
anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah
penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Dalam perhitungan angka harapan lama skeolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap
bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada
umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk
penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di
Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis
berada di posisi keempat di antara kabupaten/kota lainnya setelah Pekanbaru, Dumai dan
Kuantan Singingi.
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Gambar II-25 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020

Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,72
tahun dan sedikit meningkat menjadi 13,87 tahun pada tahun 2020. Sedangkan angka harapan
lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah 12,86 tahun dan meningkat
menjadi 13,20tahun pada tahun 2019. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk baru pada
tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk
jenjang pendidikan perguruang tinggi semester satu. Sedangkan harapan lama sekolah
penduduk di Riau, telah memasuki jenjang perguruan tinggi, tetapnya pada semester tiga.
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Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan
demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk
hingga 5,13 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah
maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di
Kabupaten Bengkalis.

Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat
dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama
Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan
bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan
tinggi.

¢) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan gambaran kualitas pembangunan
pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan
lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi
normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata
lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun
2019, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,59 tahun lagi
untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Bengkalis.
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Gambar II-26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami perbaikan 0,59 tahun
selama periode 2015-2019. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada
tahun 2015 adalah 8,82 tahun atau rata-rata kelas tiga SMP dan meningkat menjadi 9,41 tahun
pada tahun 2019 atau rata-rata kelas satu SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten
Bengkalis sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Riau.
Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau berada pada tingkat 8,49
tahun (kelas 3 SMP) dan meningkat menjadi 9,03 tahun pada tahun 2019 (kelas 1 SMA). Secara
umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam
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rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika
dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

d) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran
perkapita konstan atau rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power
parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran
per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi
dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya
kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Pengeluaran riil per kapita penduduk
Kabupaten Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita
penduduk Riau selama periode 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk
Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik
jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

Namun demikian, untuk mencapai batas maksimum pengeluaran per kapita riil di Kabupaten
Bengkalis masih perlu ditingkatkan hingga Rp. 14.8 juta per tahun pada tahun 2020. Selama
periode 2016-2020, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis meningkat
sebesar Rp. 788 ribu atau sekitar Rp. 157,600 per tahun. Pada tahun 2016, pengeluaran per
kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 11,325 ribu jumlah ini meningkat
hingga menjadi Rp. 11.753 ribu pada tahun 2019, namun mengalami penurunan cukup drastis
pada tahun 2020 menjadi 11,331 diakibatkan pandemi Covid-19 yang mengganggu
perekonomian global.
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Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-27 Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun)
Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020
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Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan
manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk
kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis jika dibandingkan dengan kualitas
pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan
indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan
dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harapan lama sekolah dan usia harapan
hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

2) Rasio Penduduk Bekerja
a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi
dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu.
TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi disuatu negara/wilayah.
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Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2021

Gambar II-28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016 - 2020 (%)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan
ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten
Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65%, walaupun sedikit berfluktuasi selama periode
2016-2020. Pada tahun 2020, partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih lebih
tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja di Provinsi Riau. Pada tahun 2017,
TPAK Kabupaten Bengkalis 63,87% dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020
menjadi 66,00%, atau terjadi peningkatan sekitar 2,13%. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada
tahun 2020 berada pada tingkat 65,23%, sedikit meningkat dibanding tahun 2019 dengan
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TPAK sebesar 65,10%. Adanya peningkatan TPAK Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya
perbaikan lapangan kerja yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak
mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum
mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan
pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa
besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis seperti yang terlihat

pada gambar berikut.
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Sumber: BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020 (%)

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran
terbuka ditahun 2017 sebesar 8,62%, kemudian mengalami peningkatan mencapai 10,05%
pada tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis terus mengalami
penurunan hingga tahun 2020 mencapai 9,31%. Tingkat pengguran terbuka di Kabupaten
Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada pada tahun
2016, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau adalah 7,43% dan menurun menjadi
6,32% pada tahun 2020. Sedikitnya pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Bengkalis mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis
lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau.
Ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan menjadi salah satu
penyebab sempitnya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bangkalis.
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c) Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja)
adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja
(penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan
kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah
penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari
sisi supply side dikurangi dengan demmand side (pengangguran).
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Sumber: Bengkalis Dalam Angka 2021

Gambar II-30 Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

Berdasarkan pada Gambar II-24, terlihat bahwa tren rasio kesempatan kerja menunjukkan
terjadinya penurunan sebesar 1,09 pesen per tahun selama periode 2017-2020, yaitu dari
91,38% pada tahun 2017 menurun menjadi 90,69% pada tahun 2020. Rendahnya peningkatan
pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih
besar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Untuk itu, diperlukan
kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan
tenaga dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Kesenjangan antara penawaran tenaga
kerja (labour supply) dan permintaan tenaga kerjaa (labour demand) menjadi salah satu
penyebab rendahnya daya serap terhadap angkatan kerja pada dunia kerja. Peningkatan
kapasitas dan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
perlu menjadi perhatian untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di
bawah rata-rata.
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Tabel 11-8 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis 2015-2020

Jumlah Balita Gizi Buruk 6 4 6 8 35

Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 0,010 0,005 0,007 0,014 0,07
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten
Bengkalis cukup rendah meski menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2017 hingga
2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah bayi menderita gizi buruk sebanyak 6 orang atau
sebesar 0.007% dari total semua balita di Kabupaten Bengkalis. Jumlah ini kemudian
mengalami peningkatan menjadi 8 balita menderita gizi buruk atau sebesar 0.014% dari total
keseluruhan balita. Terakhir pada tahun 2020 terjadi peningkatan balita gizi buruk menjadi
35 balita sehingga menjadikan prevalensi gizi buruk menjadi 0,07.

Tabel II-9. Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

1 Bengkalis 0 7136 0
2 Bukit Batu 0 1628 0
3 Bantan 0 3429 0
4 Mandau 0 9787 0
5 Rupat 0 3523 0
6 Rupat Utara 24 1232 1.9
7 Siak Kecil 1 2297 0.04
8 Pinggir 1 6171 0.02
9 Bandar Laksamana 0 1390 0
10 Talang Muandau 5 1750 0.28
11 Bathin Solapan 4 8371 0.04
Jumlah 35 46714 0.07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2021

Dari Tabel 11-10 terlihat bahwa kasus balita gizi buruk terbanyak berada di Kecamatan Rupat
Utara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi anak
ditenggarai menjadi penyebab utama tingginya kasus gizi buruk di Kecamatan Rupat Utara.
Daerah Rupat Utara merupakan daerah terluar dengan aksesibilitas kurang baik, pada daerah
ini masih banyak masyarakat yang terisolir dan jauh dari jangkauan tenaga medis, sehingga
bisa dipastikan sosialisasi dan pemahaman tentang kebutuhan gizi anak masih kurang baik di
daerah ini.

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelestarian
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian Benda,
Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan
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menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini
dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidkan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1I-10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten

Bengkalis 2020

1 | Bengkalis 4 6 2

2 | Bukit Batu 5
3 | Bantan - 1 1
4 | Mandau - - -
5 | Rupat - - .
6 | Rupat Utara 1 1 -
7 | Siak Kecil - = .
8 | Pinggir 2 - -
9 | Bandar Laksamana - = .
10 | Talang Muandau - - -
11 | Bathin Solapan - 5 -
Jumlah 12 14 4

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis
pada tahun 2020 sebanyak 12 dari total 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada
di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
ini sudah mencakup 86% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di
Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-11 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020

1 Jumlah cabang olahraga yang dibina 40 40 40 40 40
2 Jumlah seluruh cabang olahraga terdaftar 40 40 40 40 40
3 Cakupan pembinaan olahraga 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2021

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis dalam lima
tahun terhakhir sudah sangat baik. Sebanyak 40 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di
Kabupaten Bengkalis sudah berhasil dibina seluruhnya pada setiap tahun dalam periode 2016-
2020. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda
Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan
internasional.
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1.3 AspekPelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan
pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis,
yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat dan sosial.

1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus
mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan
pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni
(APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang
Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam
pendidikan sesuai jenjang pendidian ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang
diharuskan. APK SD/MI selama periode 2016-2020 telah sangat baik dengan capaian telah
lebih dari 100%.

Tabel II-12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten BengkalisTahun 2016 - 2020

1. APKSD/MI 100,44 111,29 106,01 108,63 106,72
2. APKSMP/MTs 96,86 88,18 94,77 95,01 97,41
3. APKSMA/MA/SMK 70,07 75,17 79,12 77,29 79,38

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Namun untuk tingkat pendidikan SMP masih terdapat anak usia sekolah SMP yang tidak
bersekolah. Hal ini terlihat dari APK SMP/MTs masih mencapai 95,01% pada tahun 2019 dan
meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 83,64%. Beberapa alasan
APK SMP/MTs belum mencapai 100% adalah ketersediaan jumlah sekolah yang masih kurang
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untuk menampung penduduk usia sekolah SMP untuk bersekolah, masih terdapat lulusan
SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, angka putus sekolah, penyebaran
sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau
sekolah, alasan ekonomi seperti orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak atau anak
harus berkerja membantu orang tua mencari nafkah. Pada beberapa daerah seperti di
Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, akses menuju sekolah sangat jauh, memakan waktu yang
lama dan juga biaya yang besar. Pengorbanan cukup besar yang dibutuhkan oleh beberapa
masyarakat di wilayah pedalaman, membuat angka partisipasi sekolah menjadi kurang dari
100%.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang banyak pulau menjadi kendala dalam pemerataan
pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka
partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka
semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bengkalis, sehingga anak usia sekolah
yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan
lanjutan. Pada jenjang pendidikan SMA sederajat juga belum mencapai APS pada tingkat
100%, yaitu baru mencapai 79,38% pada tahun 2020 . Hal ini mengindikasikan masih terdapat
sekitar 20,62% anak usia sekolah SMA yang tidak bersekolah.

Namun demikian, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkat
partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, seperti pemberian dukungan
peningkatan akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari
pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang
menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak
tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa
yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C).
Secara umum, angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis
mengalami penurunan selama periode 2016-2020. APM SD/MI pada tahun 2020 mengalami
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada
tahun 2020 nilai APM SD/MI sebesar 98,06, naik sebanyak 0,15% dibanding tahun 2019.
Penurunan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI belum
mampu mencukupi kebutuhan.

Tabel II-13 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2020

1. APMSD/MI 97,49 98,54 98,33 97,91 98,06
2.  APM SMP/MTs 82,2 82,03 84,35 85,70 86,50
3. APM SMA/MA/SMK 64,61 63,95 66,46 66,07 66,97

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021
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APM SMP/MTs terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu
sebesar 0,8%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada
usia sekolah SMP/MTs belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMP/MTs sementara
ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta
didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMP/MTs, terutama di wilayah pedalaman.
Kemudian, APM SMA/MA/SMK terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan
tahun 2019 yaitu sebesar 0,90%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan
peserta didik pada usia sekolah SMA/MA/SMK belum sepenuhnya tertampung dijenjang
SMA/MA/SMK sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk
menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat
SMA/MA/SMK.

Pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan
angka partisipasi murni di Kabupaten Bengkalis. Selain pembangunan di bidang pendidikan,
pembangunan transportasi dan ekonomi juga dapat memperlancar akses penduduk usia
sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
untuk 1000 penduduk. Maka dari Tabel I1I-13 dapat kita lihat bahwa APS untuk SD/MI/Paket A
pada tahun 2020 mencapai 99,66. Dengan makna bahwa dari 1000 penduduk usia 7-12 tahun
sudah sebanyak 996 orang berpartisipasi pada SD/MI/Paket A yang ada di Kabupaten
Bengkalis. Dengan kata lain, sudah mencapai 99,66%% penduduk usia 7-12 berpartisipasi di
sekolah.

Tabel II-14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

1. APSSD/MI/Paket A 103,2 102,2 115,4 98,0 99,66

2. APS SMP/MTs/Paket B 77,9 99,4 98,0 79,3 94,56
Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Bengkalis 2021

Untuk angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sudah
mencapai 94,56%. Dengan makna bahwa dari 100% penduduk usia SMP sederajat (13-15
tahun) telah memasuki sekolah pada jenjang SMP Sederajat termasuk pada sekolah non formal
sebanyak 94,56%. Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan
seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan
demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
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d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah
tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang
pendidikan SD/MI tahun 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 147, sedangkan untuk
jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 220. Besarnya angka putus sekolah pada tahun 2018
ini ditenggarai akses terhadap pendidikan yang belum optimal, terutama dalam hal pemberian
bantuan pendidikan. Seiring berjalannyanya waktu pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi
siswa putus sekolah di Kabupaten Bengkalis. Perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya melanjutkan pendidikan menjadi salah satu kunci
utama dalam menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-15 Perkembangan Angka Putus Sekolah di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020

1 Bengkalis 25 3 0 20 9 0
2 Bantan 1 0 0 10 4 0
3 BukitBatu 3 0 1 1 0
4 Siak Kecil 3 4 0 20 0 0
5 Rupat 46 0 0 10 7 0
6 Rupat Utara 10 0 0 59 0 0
7 Mandau 13 0 0 24 0 0
8 Pinggir 12 5 0 25 1 0
9 Bandar Laksamana 10 0 0 1 0 0
10 Bathin Solapan 25 0 0 37 2 0
11 Talang Muandau 0 0 0 13 4 0
Kabupaten Bengkalis 147 15 0 220 28 0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

e) Angka Kelulusan

Indikator lain dari urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis adalah perkembangan angka
kelulusan di Kabupaten Bengkalis. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa di
Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Tabel II-16 Perkembangan Angka Kelulusan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2020

1  Angka Kelulusan (AL) SD/MI 98 99 100 100

2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021
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Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 100% untuk semua jenjang
pendidikan pada tahun 2020. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga
sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Secara umum hal ini
mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah baik. Namun
demikian tingkat melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan
tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan
lanjutan, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

f) Angka Melanjutkan Studi

Indikator selanjutnya adalah angka melanjutkan studi yang menggambarkan seberapa banyak
siswa pada jenjang pendidikan tertentu bisa melanjutkan pendidikannya menuju jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat melanjutkan
pendidikan di Kabupaten Bengkalis belum mencapai 100%, artinya belum seluruh siswa yang
lulus dari pendidikan sekolah dasar sederajat dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP
sederajat.

Tabel 1I-17 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020

1 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 11740 11628 11598
2 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya 11921 11965 12240
3 Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs 98,48 97,18 94,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah angka melanjutkan studi di Kabupaten Bengkalis untuk jenjang SMP/MTS belum
mencapai 100% hingga tahun 2020. Masih ada sekitar 5,25% siswa lulusan SD/MI yang belum
bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTS. Kecamatan Bukit Batu merupakan
daerah dengan angka melanjtkan studi ke SMP/MTs paling rendah. Hanya sebanyak 58,78%
dari siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel II-18 Perkembangan Angka Melanjutkan Study Per Kecamatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 270 377 71,62
2 Bukit Batu 425 723 58,78
3 Bantan 2.037 2.140 95,19
4 Mandau 1.334 1.633 81,69
5 Rupat 350 434 80,65
6 Rupat Utara 3594 3.146 114,24
7 Siak Kecil 1.598 1.399 114,22
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8 Pinggir 718 824 87,14
Bandar Laksamana 335 363 92,29

10 Talang Muandau 405 485 83,51
11 Bathin Solapan 532 716 74,30
Kabupaten Bengkalis 11.598 12.240 94,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021
g) Guruyang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru
memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam
menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan
memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-1V, adapun perkembangan guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-1V sebagai berikut:

97.99

87.8 86.26
79.22 78.24

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2020

Gambar II-31 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten
Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung
meningkat, dimana capaian tertinggi dicapai pada 2015 sebesar 97,99%. Namun, ditahun 2016
mengalami penurunan menjadi 87,80% dan hingga akhir tahun 2018 berjumlah 86,26% hal
ini dikarenakan bertambah jumlah guru yang ada pada Kabupaten Bengkalis dan adanya
pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta
adanya guru yang pindah tugas.

h) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar,
melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang
tinggkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas. Dari tabel di atas dapat
dilihat bahwa dari tahun ajaran 2018/2019 menuju taun ajaran 2019/2020, untuk rasio
guru/murid SD/MI mengalami peningkatan dari 623 menjadi 644, Rasio guru/murid SD/MI
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kembali meningkat pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 670. Sama halnya dengan rasio
Guru/Murid SMP/MTS juga mengalami peningkatan menjadi 809 pada tahun ajar 2019/2020
dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 774. Peningkatan rasio ini menggambarkan bawa
ada lebih banyak murid pada tahun 2019/2020 dibanding tahun 2018/2019 yang menjadi
beban kerja guru.

Tabel 11-19 Rasio Guru-Murid
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 - 2019/2020

1 Jumlah Murid SD/MI 80.157 81.573 81.090
2 Jumlah Guru 4.996 5.253 5.432
3 Rasio per 10.000 623 644 670
4 Jumlah Murid SMP/MTS 36.271 35.772 35.864
5 Jumlah Guru SMP/MTS 2.806 2.894 2.941
6 Rasio per 10.000 774 809 820
7 Jumlah Murid SMA/SMK/MA 29.865 31.067 35.569
8 Jumlah Guru SMA/SMK/MA 2.507 2.549 2.748
9 Rasio per 10.000 839 820 773

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SLTA mengalami penurunan dari 839 menjadi 820 pada
tahun 2019. Rasio Guru/Murid SLTA kembali mengalami penurunan pada tahun ajaran
2020/2021 menjadi 773. Hal ini berarti beban kerja guru menjadi lebih sedikit, sehingga dapat
bekerja dan mengelola kelas dengan lebih baik untuk menciptakan kualitas Pendidikan yang
baik.

i) Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Penduduk usia 15 tahu ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan
diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang
harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.

Tabel II-20 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun  376.022 372.755 358.597 390.293 -
yang bisa membaca dan menulis

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas ~ 376.195 373.253 359.184 390.655 -

3 Angka Melek Huruf >15 99,95 99,87 99,84 99,91 99,30
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2021

Penduduk kelompok usia 15-44 tahun di Kabupaten Bengkalis telah sepenuhnya melek huruf
pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk usia 45 tahun keatas masih terdapat beberapa
persen penduduk yang belum melek huruf. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan
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adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi
pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek
huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai
100%.

j) Capaian perkembangan Standard Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan
pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah
kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari empat indicator yaitu pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD/MI,
Pendidikan Dasar SMP/MTS dan pemenuhan pendidikan kesetaraan. Capaian indikator SPM
bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-21. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

Persentase (%) 94,01 68.43 6,110,000 10,270,810
pemenuhan SPM
1 Pendidikan pada
pendidikan anak
usia dini

Persentase (%) 98,03 99.66 35,987,489 67,624,647
pemenuhan SPM
2 Pendidikan pada
pendidikan
Sekolah Dasar

Persentase (%) 79,29 94.56 28,749,141 31,153,699
pemenuhan SPM
3 Pendidikan pada
pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

Persentase (%) 100 23 2,747,058 972,585
pemenuhan SPM
4 Pendidikan pada
pendidikan
Kesetaraan

Rata-Rata Capaian 92,83 71.41 73,593,689 110,021,741

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata capaian SPM bidang
pendidikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan anggaran
meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan
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pada capaian SPM pada pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan, namun tidak
mempengaruhi ketercapaian APK dari masing-masing sub urusan pendidikan tersebut.

1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat
kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada
masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran
penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat
menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula
tingkat kesakitannya.

Angka kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan penurunan. Dimana pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 5,1 per
1000 kelahiran hidup, lalu kemudian berkurang menjadi 4 kematian bayi per 1000 kelahiran
hidup tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis telah membuat
penurunan jumlah kematian bayi dari 57 kematian pada tahun 2016, menjadi 42 kematian
pada tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan secara umum, terutama dalam mengurangi
angka kematian bayi, masih perlu ditingkatkan dengan pemerataan pelayanan pada beberapa
daerah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan.

Indikator kinerja dalam urusan kesehatan dapat pula dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI)
per 100.000 kelahiran hidup. Dimana, pada periode 2016-2020 AKI per 100.000 kelahiran
hidup berfluktuasi cenderung naik, terutama dalam tiga tahun terkahir. Dibandingkan dengan
tahun 2016, AKI tahun 2020 masih lebih tinggi, yaitu mencapai 201 kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup.

Tabel II-22 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000

1 kelahiran hidup Sl 44 49 42 4,0

2 | Jumlah Kematian bayi 57 48 48 45 42

3 Al’lgké.l Kemfaltlan Ibu (AKI) per 100.000 187 120 116 131 201
kelahiran hidup

4 Jumlah Kematian Ibu 21 13 12 14 21

5 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95% 95% 90% 84% 77%

6 | Cakupan Pelayanan Nifas 98% 90% 86% 78% 75%

7 ggkupan.Neonatus dengan Komplikasi yang 17% 9% 21% 60% 14%

itangani

8 | Angka Kelangsungan Hidup 1-5,1 1-4,4 1-4,5 1-4,2 1-4,0

9 Apgka Kematian Balita per 1000 Kelahiran 5,6 47 46 4.4 41
Hidup

10 Angka. Kema}tlan Neonatal per 1000 46 44 3,9 37 3,6
Kelahiran Hidup

11 Rasio Posyandu Per 1000 Balita 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1
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Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per

12 Satuan Penduduk 4 4 4 4 na

13 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 1 1 1 1 na

14 | Rasio dokter per 1000 penduduk na na 50,2 22,3 66,8

15 Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk na na 50,2 22,3 66,8

16 C.akupan.kompllkam kebidanan yang na na 73% 72% 61,30%
ditangani
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh

17 Tenaga Kesehatan yang memiliki 97% 89% 86% 81% 79%
kompetensi kebidanan

18 |Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan 82% 83% 85% 78% na

19 Persentase bayi mendapatkan pelayanan 91% 85% 94% 87% na
kesehatan

20 lljg;:entase Imunisasi dasar lengkap pada 93% 85% 94% 90% na

21 Cakupap D.esa/ Kelurahan Universal Child 62% 67% 69% 90% 69%
Immunization (UCI)

22 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat 100% 100% 100% 100% 100%
Perawatan

23 Perse.ntas.e Anak Usia 1 Tahun yang di 77% 87% 100% 100% 100%
Imunisasi Campak

24 |Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk 0 0 0 1,5 0

25 |Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani na na 100% 100% 100%

26 Cakupan Penemuan dan Penanganan 74% 90% 93% 101% 28%

Penderita Penyakit TBC BTA
Tingkat Prevalensi TBC per 100.000

27 86 123 114 142 121
penduduk
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per
28 100.000 Penduduk) 1 1 2 2 2
29 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang na na 93,20% 93,30% na

Terdeteksi dalam Program DOTS
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati

0, 0, 0, 0, 0,
30 dan Sembuh dalam Program DOTS 83% 84% 70% 27% 12%
Cakupan Penemuan dan Penanganan 2 @ @ @ @
31 Frendiziin Pyl BB 100% 100% 100% 100% 100%
32 |Penderita Diare yang di Tangani 12,48 9,56 44% 32% 10%
33 |Jumlah Kejadian Malaria 2 4 3 31 11
34 |Tingkat Kematian Akibat Malaria 0 0 0 0 0
35 Proporsi Anak Balita dengan Demam yang 100% 100% 100% 100% 100%

diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat
36 |Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi | 0,10% | 0,20% | 0,01% | 0,01% | 0,01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

37 Pasien Masyarakat Miskin na na na na B0
38 |Cakupan Kunjungan Bayi 76% 85% 89,90% @ 85,20% | 81,60%
39 Cakupan Puskesmas 154% 154% 164% 164% 164%
40 | Cakupan Pembantu Puskesmas 43% 43% 36% 36% 36%
41 Cakupan Pelayanan Anak Balita 76% 75% 65% 65% 23%
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Cakupan Pemberian Makanan Pendamping

42 | ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga 3% 15% na na 5%
Miskin

43 g:glgr;iir; g](igiarmgan Kesehatan Siswa SD 22% 929% B . 20%

44 I(\I/Iaalzl}lgigkf;ill?zilr{lfnn Kesehatan Dasar 399 319% 33% A 60%

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I
yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)
46 | Cakupan Desa Siaga Aktif 94,44% | 93,65% | 92,86%
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB
47 |yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <  100% 100% 100% 100% 100%
24 Jam

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

45 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun
2020 sebanyak 42 kejadian. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak
ditemukan di Kecamatan bantan, yaitu sebanyak 9 kasus, lalu di Kecamatan Bengkalis tercatat
sebanyak 6 kejadian dan di Kecamatan Rupat Utara serta Siak Kecil terjadi 5 kasus. Kecamatan
lain yang memiliki paling sedikit kejadian kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun adalah
kecamatan Pinggir dan Kecamatan Tualang Muandau dengan 1 kejadian.

Tabel II-23 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 6 1.356 4,4
2 BukitBatu 3 358 8,3
3  Bantan 9 861 10,4
4  Mandau 2 2.851 0,7
5 Rupat 3 666 4,5
6  Rupat Utara 5 254 19,7
7  Siak Kecil 5 424 11,8
8  Pinggir 1 1.505 0,7
9  Bandar Laksamana 3 297 10,1
10 Talang Muandau 1 454 2,2
11 Bathin Solapan 4 1.421 2,8
Kebupaten Bengkalis 42 10.447 4,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tertinggi berada di
Kecamatan Rupat Utara. Dengan AKB per 1000 kelahiran hidpu mencapai 19,7. Hal ini berarti
ada sekitar 20 kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di kecamatan Ini. Rasio ini cenderung besar
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karena jumlah kelahiran di Kecamatan Rupat Utara yang relatif rendah, namun kasus kematian
bayi relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Bengkalis tahun 2020 adalah 4,. Artinya terdapat 4,0 kematian bayi setiap 1000 bayi yang lahir
hidup di Kabupaten Bengkalis. Jumlah ini diharapkan dapat terus berkurang hingga mencapai
0 dalam tahun-tahun ke depan.

Tabel II-24 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020

1 Bengkalis 6 1.356 4,4 1-4,4
2 Bukit Batu 3 358 8,3 1-8,3
3 Bantan 9 861 10,4 1-10,4
4 Mandau 2 2.851 0,7 1-0,7
5 Rupat 3 666 4,5 1-4,5
6 Rupat Utara 5 254 19,7 1-19,7
7 Siak Kecil 5 424 11,8 1-11,8
8 Pinggir 1 1.505 0,7 1-0,7
9 Bandar Laksamana 3 297 10,1 1-10,1
10 Talang Muandau 1 454 2,2 1-2,2
11 Bathin Solapan 4 1.421 2,8 1-2,8
Kebupaten Bengkalis 42 10.447 4,0 1-4,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Angka Kelangsungan Hidup Bayi paling tinggi ditemukan di Kecamatan Mandau, Kecamatan
Pinggir dan Talang Muandau. Hal ini tentu saja dikarenakan tidak adanya kematian bayi tahun
2020 di kecamatan tersebut. Tingginya angka kelangsungan hidup bayi di kecamatan Mandau,
Pinggir dan Tualang Muandau ditenggarai karena lebih mudahnya akses terhadap fasilitas
kesehatan yang lebih baik beberapa kecamatan ini. Untuk kecamatan Rupat Utara yang
memiliki angka kematian bayi paling tinggi membuatnya menjadi kecamatan dengan angka
kelangsungan hidup bayi paling rendah di kabupaten Bengkalis.

Tabel II-25 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kecamatan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 6 1.356 4,4
2 Bukit Batu 3 358 8,3
3 Bantan 9 861 10,4
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4 Mandau 2 2851 0,7
5 Rupat 3 666 4,5
6 Rupat Utara 5 254 19,7
7 Siak Kecil 6 424 14,1
8 Pinggir 1 1.505 0,7
9 Bandar Laksamana 3 297 10,1
10  Talang Muandau 1 454 2,2
11 Bathin Solapan 4 1.421 2,8
Kabupaten Bengkalis 43 10.447 41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Total Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020 berjumlah 4.4. Artinya, setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 4.4 balita yang
meninggal pada tahun 2020. Dimana untuk kecamatan dengan angka kematian balita per 1000
kelahiran hidup tertingi adalah Kecamatan Rupat Utara. Hal ini sesuai dengan data bahwa
Kecamatan Rupat Utara memiliki angka Kematian Bayi tertinggi di Kabupaten Bengkalis, selain
itu Kecamatan Utara juga merupakan salah satu Kecamatan yang jauh dari fasilitas kesehatan
utama, seperti rumah sakit umum membuat daerah ini memiliki pelayanan kesehatan yang
belum memadai jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain.

Tabel II-26 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dalam Kecamatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 6 1.356 4.4
2 Bukit Batu 2 358 8,3
3 Bantan 9 861 10,4
4 Mandau 2 2851 0,7
5 Rupat 2 666 3,0
6 Rupat Utara 4 254 15,7
7 Siak Kecil 5 424 11,8
8 Pinggir 1 1.505 0,7
9 Bandar Laksamana 3 297 10,1
10 Talang Muandau 1 454 2,2
11 Bathin Solapan 3 1.421 2,1
Kabupaten Bengkalis 38 10.447 3,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021
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Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020 berjumlah 3.7, yang berati bahwa setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 3.7 bayi
yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak
ditemukan di Kecamatan Rupat Utara, diikuti oleh Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan
Bantan. Pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksanaan
kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di
Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-27 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran hidup dalam Kecamatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 2 1.356 147,5
2 BukitBatu 0 358 0

3 Bantan 6 861 696,9
4 Mandau 5 2.851 175,4
5 Rupat 1 666 150,2
6 Rupat Utara 1 254 393,7
7  Siak Kecil 1 424 235,8
8 Pinggir 0 1.505 0

9 Bandar Laksamana 0 297 0

10 Talang Muandau 1 454 220,3
11 Bathin Solapan 4 1.421 281,5

Kabupaten Bengkalis 14 10.447 201

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kabupaten Bengkalis Berjumlah 201 per 100.000
kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 201 kematian setiap 100.000 kelahiran
hidup di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Angka ini dinilai cukup tinggi, terutama bila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai lebih dari 200
kejadian per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-28 Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 64 7.136 0,9
2 Bukit Batu 25 1.628 1,5
3 Bantan 45 3.429 1,3
4 Mandau 92 9.787 0,9
5 Rupat 63 3.523 1,8
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6 Rupat Utara 20 1.232 1,6
7 Siak Kecil 34 2.297 15
8 Pinggir 56 6.171 0,9
9 Bandar Laksamana 18 1.390 1,3
10 Talang Muandau 31 1.750 1,8
11 Bathin Solapan 63 8.371 0,8

Kabupaten Bengkalis 511 46.714 11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2018 jumlah posyandu berjumlah 503 unit, kemudian meningkat menjadi 506 unit pada
tahun 2019 dan kembali meningkat lagi menjadi 511 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah
posyandu ini sangat bagus dalam meningkatkan pelayanan kesahat ibu hamil dan balita di
tingkat desa/lurah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa setiap 1000 balita terdapat setidaknya
1 posyandu yang melayani.

Tabel I11-29 Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten

Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 88 83.402 105,5
2 Bukit Batu 8 42.212 19,0
3 Bantan 22 21.550 102,1
4  Mandau 184 152.215 120,9
5 Rupat 11 33.628 32,7
6 Rupat Utara 6 14.222 42,2
7  SiakKecil 10 24.901 40,2
8 Pinggir 17 62.604 27,2
9 Bandar Laksamana 5 15.714 31,8
10  Talang Muandau 6 23.814 25,2
11  Bathin Solapan 21 91.307 23,0

Kabupaten Bengkalis 378 565.569 66,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah tenaga medis di suatu daerah sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan
daerah tersebut. Di Kabupaten Bengkalis, secara total terdapat 378 tenaga medis pada tahun
2020. Namun, jumlah tenaga medis ini tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan
lainnya. Pada Kecamatan Mandau, jumlah tenaga medis mencapai hampir 50% dari total
tenaga medis di Kabupaten Bengkalis, sementara kecamatan lain seperti Rupat Utara hanya
memiliki 6 tenaga medis dan kecamatan Bandar Laksamana hanya memiliki 5 tenaga medis di
daerahnya. Ketimpangan ini tentu saja dapat membuat beberapa daerah lebih terbelakang
dalam pelayanan kesehatannya.
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Tabel I1-30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 119 342 34,8

2 Bukit Batu 104 88 118,7

3 Bantan 136 196 69,5

4 Mandau 258 720 35,8

5 Rupat 181 157 115,4

6 Rupat Utara 0 66 0

7 Siak Kecil 118 94 125,5

8 Pinggir 289 363 79,7

9 Bandar Laksamana 40 59 68,3

10  Talang Muandau 161 127 127
11 Bathin Solapan 278 539 51,6
Kabupaten Bengkalis 1.684 2.749 61,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Bengkalis yang ditangani tahun 2020 sebesar
61,2% dari total komplikasi kebidanan yang terjadi. Capaian terendah terjadi di Kecamatan
Rupat Utara dengan komplikasi kebidanan yang tertangani sebesar 0%. Kecamatan Rupat
Utara menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan penangan komplikasi kebidanan,
padahal penangan komplikasi sangat berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan bayi.
Lemahnya infrsatruk kesehatan dan tenaga medis yang tidak memadai membuat pelayanan
komplikasi kebidanan di Kecamatan Rupat Utara sangat terbatas sekali.

Tabel II-31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 1.358 1.636 83
2 Bukit Batu 354 416 85,1
3 Bantan 831 955 87
4 Mandau 2.851 3.435 83
5 Rupat 636 806 78,9
6 Rupat Utara 239 316 75,6
7 Siak Kecil 416 430 96,7
8 Pinggir 1.507 1.645 91,6
9 Bandar Laksamana 299 279 107,2
10  Talang Muandau 445 605 73,6
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11  Bathin Solapan 1.422 2.570 55,3

Kabupaten Bengkalis 10.358 13.093 79,1
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020 mencapai 79,1%. Capaian ini terbilang sudah cukup
baik dan sudah merata antarkecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis secara umum sudah cukup baik dan
merata. Hal ini tentu saja didukung dengan program pemerintah satu desa satu bidan.

Tabel II-32 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 30 31 97
2 Bukit Batu 8 10 80
3 Bantan 21 23 91
4 Mandau 2 11 18
5 Rupat 4 16 25
6 Rupat Utara 2 8 25
7  Siak Kecil 15 17 88
8 Pinggir 10 10 100
9 Bandar Laksamana 6 7 86
10  Talang Muandau 4 9 44
11  Bathin Solapan 5 13 38
Kabupaten Bengkalis 107 155 69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020 sudah mencapai 69% pada tahun 2020. Dari 155 kelurahan/desa yang
ada di Kabupaten Bengkalis, sudah sebanyak 107 desa/kelurahan yang menjadi
desa/kelurahan UCL. Hal ini berarti sudah sebagian besar desa/kelurahan mencapai imunisasi
dasar dasar secara lengkap pada bayi keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap
pada semua bayi (dibawah 1 tahun). Yang perlu menjadi perhatian adalah, capaian di
kecamatan Rupat, Rupat Utara dan Bathin Solapan jauh lebih rendah dibanding kecamatan lain
di Kabupaten Bengkalis.
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Tabel I1-33 Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1  Bengkalis 558 812 69%
2 BukitBatu 266 215 124%
3  Bantan 532 460 116%
4  Mandau 646 1.606 40%
5 Rupat 343 405 85%
6  RupatUtara 108 162 67%
7  Siak Kecil 324 229 142%
8  Pinggir 903 598 151%
9  Bandar Laksamana 189 167 113%
10  Talang Muandau 719 271 265%
11  Bathin Solapan 903 969 93%
Kabupaten Bengkalis 5.491 5.893 93%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator penderita diare yang ditangani di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sudah
sangat beik secara keseluruhan dan cukup merata antarkecamatan. Terlihat bahwa pada tahun
2020 sudah sebesar 93% penderita diare datang dan diberikan pelayanan di sarana kesehatan.
Meski demikian, perlu menjadi perhatian untuk penanganan penderita diare di Kecamatan
Bantan yang hanya mencapai 40% dari total perkiraan penderita.

Tabel 11-34 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1  Bengkalis 18 81.159 0,022%
2 Bukit Batu 1 21.488 0,005%
3 Bantan 1 45.997 0,002%
4  Mandau 39 160.572 0,024%
5 Rupat 1 40.460 0,002%
6  Rupat Utara 1 16.229 0,006%
7  Siak Kecil 1 22.888 0,004%
8  Pinggir 6 59.845 0,010%
9  Bandar Laksamana 0 16.681 0,000%
10 Talang Muandau 0 27.133 0,000%
11 Bathin Solapan 2 96.851 0,002%

Kabupaten Bengkalis 70 589.303 0,012%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021
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Prevalensi HIV/AID di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sudah sangat rendah, yaitu
0,012% dari total penduduk. Kecamatan Mandau menjadi daerah dengan jumlah pasien
HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 39 penderita tahun 2020.
Sementara itu Kecamatan Bandar Laksamana dan Talang Muandau tidak memiliki pasien
HIV/AIDS pada tahun 2020.

Tabel I11-35 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020

1 Bengkalis 1.346 1.680 80,1
2 Bukit Batu 348 445 78,2
3 Bantan 872 952 91,5
4  Mandau 2.564 3.324 77,1
5 Rupat 494 837 59,0
6 Rupat Utara 254 336 75,6
7  SiakKecil 412 474 86,9
8 Pinggir 1.498 1.239 120,9
9 Bandar Laksamana 296 345 85,8
10  Talang Muandau 452 562 80,4
11  Bathin Solapan 1419 2.005 70,8

Kabupaten Bengkalis 9.955 12.199 81,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 81,6% dari total
bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Secara keseluruhan cakupan kunjungan bayi
antarkecamatan sudah menunjukkan adanya pemerataan yang baik. Cakupan kunjungan bayi
yang baik akan meningkatkan kesehatan bayi dan mengurangi resiko kesehatan yang mungkin
terjadi pada bayi.

Tabel II-36 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 1.501 1.711 87,7
2 Bukit Batu 391 438 89,3
3 Bantan 880 979 89,9
4 Mandau 2.629 3.599 73

5 Rupat 716 784 91,3
6 Rupat Utara 231 331 69,8
7 Siak Kecil 438 470 93,2
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8  Pinggir 1.545 1.814 85,2
9 Bandar Laksamana 304 293 103,8
10  Talang Muandau 412 634 65
11  Bathin Solapan 1.516 2.694 56,3
Kabupaten Bengkalis 10.563 13.747 76,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan
tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.
Indikator ini juga dapat memberikan gambaran persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bengkalis pada
tahun 2020 mencapai 76,80%. Dari total 13.747 ibu hami, sudah sebanyak 10.563 ibu hamil
yang memperoleh pelayanan antenatal K4. Capaian ini sudah cukup baik dan merata di
Kabupaten Bengkalis, menggambarkan bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakke
tenaga kesehatan berkompeten.

Tabel II-37 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 2 1 200%
2 Bukit Batu 1 1 100%
3 Bantan 2 1 200%
4 Mandau 2 1 200%
5 Rupat 2 1 200%
6 Rupat Utara 1 1 100%
7 Siak Kecil 2 1 200%
8 Pinggir 2 1 200%
9 Bandar Laksamana 1 1 100%
10  Talang Muandau 1 1 100%
11  Bathin Solapan 2 1 200%

Kabupaten Bengkalis 18 11 164%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkalis sudah
cukup baik, yaitu mencapai 164% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa secara
rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat,
bahkan terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki Puskesmas berjumlah 2 unit,
khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah
perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau
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disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang
tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pambantu merupakan jaringan unit pelayanan
kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan
kesehatan primes kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti
halnya Puskesmas.

Tabel II-38 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020

1 Bengkalis 10 31 32
2 BukitBatu 4 10 40
3 Bantan 8 23 35
4  Mandau 3 11 27
5 Rupat 6 16 38
6 Rupat Utara 5 8 63
7  Siak Kecil 5 17 29
8 Pinggir 6 10 60
9 Bandar Laksamana 4 57
10  Talang Muandau 3 33
11  Bathin Solapan 2 13 15

Kabupaten Bengkalis 56 155 36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis
sebesar 36% dari total kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hingga tahun 2020
terdapat sebanyak 56 Puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bengkalis
memiliki puskesmas pembantu paling banyak, yaitu berjumlah 10 unit puskesmas pembantu.
Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan Puskesmas Pembatu di Kabupaten
Bengkalis adalah setiap kecamatan setidaknya terdapat 3 (tiga) unit Puskesmas Pembantu.
Dengan demikian, maka pelayana kesehatan primer kepada masyarakat di Kabupaten
Bengkalis dapat dikatakan cukup tersedia.

Tabel II-39 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 1.188 1.555 76,4
2 Bukit Batu 327 397 82,4
3 Bantan 795 909 87,5
4 Mandau 2.562 3.273 78,3
5 Rupat 327 767 42,6
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6 Rupat Utara 238 301 79,1
7  Siak Kecil 398 409 97,3
8 Pinggir 1.392 1.547 90
9 Bandar Laksamana 277 265 104,5
10  Talang Muandau 377 590 63,9
11  Bathin Solapan 1.454 2.448 59,4
Kabupaten Bengkalis 9.335 12.461 74,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 74,9% dari total
seluruh ibu nifas yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hanya terdapat satu kecamatan yang
memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 50%, yaitu kecamatan Rupat. Sementara
kecamatan lain capaiannya sudah berada di atas 50%.

Tabel 1I-40 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan
Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1  Bengkalis 5 76 6.6
2 BukitBatu 2 35 5.7
3  Bantan 7 59 11.8
4  Mandau 9 210 4.3
5 Rupat 0 10 0
6  RupatUtara 4 65 6.2
7  Siak Kecil 0 16 0
8  Pinggir 11 278 3.9
9  Bandar Laksamana 0 10 0
10 Talang Muandau 5 86 5.8
11  Bathin Solapan 2 117 1.7
Kabupaten Bengkalis 46 962 4.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di
Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 baru berkisar di angka 4,8%. Saat ini baru 46 dari 962
orang anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapatkan MP-ASI. Bahkan pada
kecamatan Rupat dan Siak Kecil belum ada pemberian MP-ASI terhadap anak berusia 6-24%.
Capaian ini masih perlu ditingkatan karena MP-ASI sangat mempengaruhi tumbuh kembang
anak. Pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskian sangat penting dalam
melengkapi zat gizi ASI untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia.
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Tabel II-41 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1 Bengkalis 1701 4.225 40%
2 Bukit Batu 2.557 2.966 86%
3 Bantan 3.343 4.772 70%
4 Mandau 5.257 12.047 44%
5 Rupat 2.916 4.628 63%
6 Rupat Utara 919 2.378 39%
7 Siak Kecil 3.093 3.388 91%
8 Pinggir 1.681 10.667 16%
9 Bandar Laksamana 380 2.273 17%
10 Talang Muandau 516 3.020 17%
11 Bathin Solapan 3.856 15.242 25%
Kebupaten Bengkalis 26.219 65.606 40%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Bengkalis pada tahun
2020 baru mencapai 40%. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tertinggi
ditemukan di Kecamatan Siak Kecil, yaitu 91% dari total siswa SD dan setingkat. Sedangkan
capaian terendah adalah Kecamatan Bandaar Laksamana dan Talang Muandau yaitu mencapai
17% dari total siswa SD setingkat.

Tabel 1I-42 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin per Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1  Bengkalis 15022 37872 40%
2 BukitBatu 9591 13750 70%
3  Bantan 9679 22331 43%
4  Mandau 16482 35396 47%
5 Rupat 6486 12864 50%
6  RupatUtara 14898 12364 120%
7  Siak Kecil 8055 13037 62%
8  Pinggir 13191 18237 72%
9  Bandar Laksamana 8685 10181 85%
10  Talang Muandau 3702 10877 34%
11  Bathin Solapan 20941 19310 108%
Kebupaten Bengkalis 126372 210325 60%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021
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Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun
2020 baru mencapai 60% dari total 210.325 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten
Bengkalis. Pada beberapa kecamatan cakupan ini bahkan lebih rendah dari 50%. Seperti pada
kecamatan Talang Muandau yang Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
baru mencapai 34% dari total masyarakat miskin.

Sedangkan untuk capaian SPM bidang kesehatan berdasarkan 12 (dua belas) jenis layanan
standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan kesehatan 100% bagi masyrakat sesuai kewenangannya. Adapun
capaian kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

1 Pelayanan Kesehatan
Ibu hamil 85,41 76,8 871.420 1.301.270

2 Pelayanan Kesehatan
Ibu bersalin 78,45 76,1 4.366.000 643.416.6

Pelayanan kesehatan
bayi baru lahir 86,54 79,9 358.820 238.479

Pelayanan

kesehatan balita 64,76 23 153.780 63.660

Pelayanan kesehatan
5 pada usia pendidikan 92,63 40,9 135.260 428.835
dasar

6 Pelayanan kesehatan
pada usia produktif 37,38 34,0 160.550 373.650

Pelayanan kesehatan

pada usia lanjut 92,15 70,2 135.260 426.890

8 Pelayanan Kesehatan
pada penderita 79,90 28,1 25.630 -
hipertensi
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Pelayanan kesehatan
9 pada penderita 100 149,3 25.630 13.424
Diabetes Melitus

Upaya Kesehatan
jiwa pada orang
dengan gangguan
jiwa berat

10 72,44 53,7 60.490 106.760

Pelayanan kesehatan 100 48,6 25.630 184.343
11
orang dengan TB

Pelayanan kesehatan

12 orang dengan resiko 35,43 40,3 207.640 925.177,48
terinfeksi HIV

Rata-rata Capaian 77,09 60,075 6.526.110 4.705.905,08

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan diikuti dengan
penurunan pembiayaan SPM tersebut. Dari 12 (dua belas) indikator SPM tersebut, yang sangat
mempengaruhi penurunan rata-rata capaian pada indikator: pelayanan kesehatan balita,
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif,
pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan TB dan pelayanan kesehatan orang
dengan resiko terinfeksi HIV yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan
agar pencapaian SPM ditahun berikutnya lebih baik lagi.

1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada
beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis. Beberapa capaian indikator selama periode 2016-2020 menunjukkan perbaikan,
meskipun dalam beberapa indikator masih perlu menadi perhatian pemerintah Kabupaten
Bengkalis. Pembanguna infrastruktur jalan memperlihatkan ada sedikit kenaikan dalam
perbaikan dan pemeliharaan jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun
tahun 2016 sebesar 51,38%, dan menurun pada 2017 menjadi 38,48%. Selanjutnya, pada
tahun 2018 kembali menurun menjadi 35,93% dan terus menurun pada tahun 2019. Pada
tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 37,04%. Secara
umum, dalam lima tahun terakhir Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik cenderung
berkurang. Dimana pada tahun 2016 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 731
km, namun pada tahun 2020 hanya sebesar 465,68%.
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Sementara itu, untuk Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis
masih rendah, yaitu berada pada angka 0.002 atau dalam rasio 1:450 pada tahun 2020. Hal ini
berarti tiap satu km jalan berbading setidaknya 450 penduduk. Dalam lima tahun terakhir
pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis relatif stagnan dan belum menunjukkan
perubahan berarti. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk belum diikuti oleh
pembangunan jalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan peningkatan
kemudahan akses penduduk dalam pemenuhan kebutuhan.

Tabel 11-43 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

1 Panjang jaringan jalan dalam kondisi 731,50 571,74 451,72 449,62 465,68
baik (Km)

2  Persentase jalan kabupaten dalam 51,38 38,48 35,93 35,77 37,04
kondisi baik (> 40 KM/Jam)

3 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah 0,0027 0,0027 0,0022 0,0022 0,0022
Penduduk

4  Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah 1:371 1:376 1:450 1:456 1:450
Penduduk

5 Persentase bangunan gedung yang na 34,58 77,02 na na
memiliki IMB

6 Persentase Rumah Tangga yang na 84,49 78,47 87,79 89,67

Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sanitasi Layak

7 Persentase Rumah Tangga yang na 88,74 86,88 91,19 93,73
Memiliki Akses Terhadap Sumber Air
Minum Layak
Ketaatan Terhadap RTRW na 39,05 39,05 na na
Persentase pengamanan tebing/pantai 5,51 8,29 8,8 na na
dalam kondisi baik

10 Persentase Jaringan Irigasi dalam 62,77 63,48 74,7 77,78 na
kondisi baik

11 Persentase Drainase dalam Kondisi na 35,75 32,61 na na
Baik/Pembuangan Aliran Air
tidakTersumbat

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2021

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis
antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis
dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta
dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan,
sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2)
Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan
terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan
lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis
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yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar
berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarannya.

Indikator lain dalam urusan pekerjaan umum, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Sumber Air Minum Layak terlihat sudah memiliki capaian yang sangat baik, yaitu
sebesar 93,73%. Sementara itu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Layanan Sanitasi Layak juga menunjukkan capaian yang baik, sebesar 89,67%. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa sumber air minum dan sanitasi yang ada di Kabupaten
Bengkalis sebagian besar sudah baik dan layak.

Untuk indikator SPM bidang Pekerjaan Umum berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat menjelaskan pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2
(dua) jenis pelayanan dasar yang teridiri atas 4 (empat) indikator dengan masing-masing
target pelayanan masyarakat mencapai 100 %.

Rata-rata capaian dan pembiayaan SPM untuk tahun 2019-2020 bidang Pekerjaan Umum
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

1 Jumlah warga
nergara yang
memperoleh
kebutuhan 14,83 19.28 72.908.458 76.376.280 150.160.600
pokok air
minum sehari-
hari

2 | Capaian SPM
Pelayanan
SPALD-S 0 0 - - -
akses Dasar

3  Capaian SPM
Pelayanan
SPALD-S 0 0 - - -
akses Aman

4 | Capaian SPM

pelayanan

SPALD-T 0 0 - - .

akses aman

Lelpels] 3,71 4,82 72.908.458 76.376.280  150.160.600
Capaian

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021
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Untuk rata-rata capaian SPM bidang Pekerjaan Umum terjadi peningkatan sebesar 1,11 %
dengan pembiayaan juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.746.822.000,- peningkatan ini
masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target capaian pelayanan 100 % sesuai dengan
standard SPM. Pencapaian SPM hanya pada indikator Jumlah warga nergara yang memperoleh
kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dimana kondisi pencapaian yang kecil ini karena
penyediaan layanan air perpipaan ke rumah tangga selain masih kecil juga baru sebatas
kepada penyediaan air bersih saja.

Tiga indikator lainnya yang merupakan indikator penyediaan layanan pengolahan air limbah
domestik belum dapat dilaksanakan untuk kawasan permukiman perkotaan dikarenakan
belum tersedia pembiyaannya pada dua tahun tersebut.

1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa indikator penting dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di
antaranya adalah rasio rumah layak huni, persentase lingkungan permukiman kumubh serta
cakupan lingkungan sehat dan aman didukung dengan PSU.

Untuk rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2019 telah mencapai 1. Ini
menunjukkan bahwa telah semua rumah yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah layak huni
bagi penduduk. Sedangkan untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau pada tahun 2017 sebesar 70,80%. Kemudian
menurun pada tahun 2018 menjadi sebanyak 65,32% saja Rumah Tangga yang Memiliki Akses
terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun
2019 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan
Terjangkau di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan menjadi 70,63%. Terakhir pada
tahun 2020 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan
Terjangkau kembali mengalami peningkatan menjadi 80,49%.

Sementara itu pada sisi lain lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis hanya
sebesar 0,0018% dari total permukiman penduduk. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit
kawasan pemukiman yang kumuh di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian upaya
pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan
sehat sudah sangat baik.

Tabel II-44 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2020

1

Rasio rumah layak huni 0,96 0,96 1 1

2 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni 1,37% 0,11% 0,74% 0,75%
Cal.<upan layanan rumah layak huni yang 40,47% 45,81% 43,79% na
terjangkau

4 |Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0,0032% na 0,002% 0,0018%

5 Cakupa.m lingkungan yang sehat dan aman 6,45% 23,59% 17.42% 516%
yang didukung dengan PSU
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6 |Persentase Rumah Tangga yang Memiliki
Akses terhadap Hunian yang Layak dan 70,80% 65,32% 70,63% 80,49%
Terjangkau

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2021

Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang
menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih
maju jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pada tahun
2017 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai hanya
sebesar 6,45% saja di kabupaten Bengkalis. Cakupan lingkungan aman dan sehat serta
didukung ole PSU yang memadai baru mencapai 5,16% pada tahun 2020. Ini berarti masih
banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang
memadai. Hal ini jika tidak diperhatikan secara serius akan dapat menimbulkan lingkungan
kumuh dan tidak sehat, yang berujung penyakit pada masyarakat.

Standard Pelayanan Minimal Bidang Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator berjumlah 2 (dua) buah dengan target pelayanan masing-masingnya sebesar 100 %.
Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan tahun 2019-2020 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-45. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

Jumlah warga negara
korban bencana yang
1 memperoleh rumah 9,09 0 702.000 -

layak huni

Jumlah warga negara

yang terkena relokasi

akibat program

Pemerintah Daerah

2 kabupaten/kota yang 0 0 - -

memperoleh fasilitasi

penyediaan rumah

yang layak huni

Rata-rata Capaian 4,55 - 702.000 -

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk tahun 2020 tidak dapat dicapai begitu
juga pembiayaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada usulan korban akibat bencana dan relokasi
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akibat program pemerintah daerah kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Pertanahan.

1.3.1.5 Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator
cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2016 hingga tahun 2020
cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) menunjukan tren penurunan. Pada tahun
2016 cakupan petugas linmas sebesar 7.22% namun pada tahun 2019 berkurang menjadi
6.73%. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mulai dilakukan pada tahun 2016
sebesar 14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 24%. Penegakan
Peraturan Daerah mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 18% pada tahun 2016 menjadi
19% pada tahun 2019. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah,
terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang
selama periode 2015-2019.

Sementara itu untuk Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkalis baru mencakup
37,47% daerah pada tahun 2020. Capaian ini dalam empat tahun terakhir masih belum
menunjukkan perkembangan dan cenderung stagnan. Hal ini ditenggarai karena keterbatasan
SDM dan anggaran untuk menyediakan fasilitas pelayanan Kebakaran di setiap kecamatan.
Angka ini belum mencapai standar pelayanan minimum dengan angka cakupan minimal 80%.

Sementara itu Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) sudah mencapai 80%. Hal ini berarti pemadam kebakaran di
Kabupaten Bengkalis telah berhasil menyelesaikan sebesar 80% kasus kebakaran dalam
waktu 15 maksimal 15 menit. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di Bawah

Tabel II-46 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

1 Cakupan petugas Perlindungan 7,22 7,05 6,89 6,73 na
Masyarakat (Linmas)
2 Tingkat penyelesaian 14 18 24 24 na

pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan)

3  Cakupan pelayanan bencana 23,12 37,47 37,47 37,47 37,47
kebakaran kabupaten/kota
4  Tingkat waktu tanggap 53,11 80 80 90 80

(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

5 Persentase Penegakan PERDA 18 18 19 19 na
Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2021

Untuk perhitungan rata-rata capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota seperti
yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-47. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

Jumlah warga negara
yang memperoleh

1 layanan akibat dari 95,74 - 3.459.605 0
penegakan hukum
Perda dan Perkada

Jumlah Warga Negara

yang Memperoleh
2 Layanan Informasi 36,64 96.66 202.011,7 1.156.225,2

Rawan Bencana

Jumlah Warga
Negara yang
Memperoleh
3 Layanan Pencegahan 25,37 63.78 442.937 1.704.469,5
dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana

Jumlah Warga
Negara yang
Memperoleh
4 Layanan 2,2 97.43 1.705.977 3.128.198,5
Penyelamatan dan